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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya 

mengenai penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak 

berdasarkan sudut pandang kebijakan hukum pidana maka penulis menyimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut :   

1. Faktor-faktor penghambat penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual 

antara lain adalah faktor penghambat dari pihak kepolisian seperti kekurangan 

dana dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk mengetahui 

tentang dampak yang dialami apabila terjadi pelecehan seksual terhadap anak. 

Karena dalam melakukan sosialisasi pihak kepolisian membutuhkan 

perlengkapan dan transportasi yang dimana membutuhkan biaya yang cukup 

besar. Selanjutnya faktor penghambat dari pihak korban sendiri maupun 

keluarga korban, disaat pihak kepolisian melakukan penyelidikan kerap terjadi 

korban susah dimintai keterangan karena adanya dampak negatif yang dialami 

seperti trauma secara psikis. Kemudian keluarga korban yang enggan 

melaporkan langsung kepada pihak kepolisian karna merasa malu dan 

menganggap hal itu sebagai aib, sehingga tindak pidana pelecehan seksual 

terhadap anak sulit untuk diselesaikan. 

2. Upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual supaya tidak terjadi 

lagi seperti kasus yang dilakukan oleh terdakwa Irwansyah dan Reynaldi 
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Djibrael Ndoi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu menggunakan sarana penal, 

yaitu melalui jalur hukum pidana, dimana upaya ini bersangkutan dengan 

pelaksanaan kaedah hukum maupun penegakan aturan-aturan hukum. 

Kemudian menggunakan sarana non penal, yaitu melakukan pemberantasan 

peredaran video porno, memberantas tempat-tempat yang biasa dijadikan alat 

untuk  peredaran kegiatan pornografi, mengadakan sosialisasi ke masyarakat 

maupun sekolah-sekolah tentang pendidikan seks saat ini. Memperhatikan 

lingkungan tempat tinggal agar anak- anak terhindar dan tidak terpengaruh 

terhadap hal-hal buruk, pemberian jaminan pada anak sebagai korban dalam 

proses pemeriksaan. 

B. Saran 

1. Untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap 

anak, seharusnya pemerintah dalam hal ini menyalurkan dana kepada pihak 

aparat penegak hukum (kepolisian). Sehingga pihak kepolisian dalam 

melakukan penyuluhan (sosialisasi) serta patroli khususnya ke sekolah, asrama 

dan tempat publik lainnya yang sering ditempati oleh anak-anak tidak 

terhambat karena kurangnya perlengkapan atau transportasi. 

2. Kepada orang tua juga diharapkan memperhatikan anak-anaknya dengan 

memberikan pengertian tentang tubuh mereka dan hal-hal yang tidak boleh 

dilakukan oleh orang lain terhadap bagian tubuhnya. Misalnya, anak diberi 

pengertian bahwa kalau ada orang lain yang mencium misal dipipi harus 

berhati-hati kerena itu tidak diperbolehkan, apalagi orang lain itu adalah orang 

yang tidak dikenal. Serta sekolah juga harus berperan penting dalam 
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penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual karena sekolah sebagai 

tempat anak-anak di didik. Sekolah juga diharapkan memberikan pendidikan 

tentang seksualitas, karena pendidikan seksual merupakan informasi penting 

yang perlu diketahui oleh anak. Melalui diskusi seputar hal-hal yang bersifat 

seksual, anak pun bisa lebih memahami pentingnya seksualitas sebagai bagian 

dari kesehatan tubuh, bukan sekadar hubungan antara pria dan wanita. 
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